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BAB IV 

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 208/PDT.P/2022/PA.RTU DAN 

226/PDT.P/2022/PA.RTU 

 

A. Pertimbangan Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Nomor 

208/Pdt.p/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt/P/2022/PA.Rtu 

Pelrkawi lnan para pelmohon dalam dua pelneltapan telrselbut tellah 

melmelnuhi l syarat dan rukun pelrkawi lnan, selhi lngga dapat di lkatakan bahwa 

pelrkawi lnan para pelmohon sah belrdasarkan hukum Ilslam. Namun, pelrkawi lnan 

di llangsungkan kelti lka para pelmohon masi lh belrusi la dil bawah umur dan bellum 

melndapatkan di lspelnsasi l dari l pelngadi llan. Para pelmohon juga ti ldak 

melncatatkan pelrkawi lnan melrelka selpelrti l yang tellah di latur dalam PP Nomor 9 

Tahun 1975. Padahal delngan adanya pelncatatan  suatu pelrkawi lnan sah melnurut 

hukum agama dan hukum nelgara. Untuk melmpelrolelh pelngakuan nelgara, para 

pelmohon melngajukan i ltsbat ni lkah kel Pelngadi llan Agama Rantau delngan nomor 

pelrkara 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu dan 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu.  

Pelneltapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu telntang pelrmohonan i ltsbat 

ni lkah yang di ldaftarkan pada tanggal 13 Oktobelr 2022 di l Pelngadi llan Agama 

Rantau. Dalam duduk pelrkara di lselbutkan bahwa Pelmohon Il dan Pelmohon IlI l 

tellah melni lkah tanggal 24 Meli l 2017 di l Delsa Kalumpang, Kelcamatan Bungur, 

Kabupateln Tapi ln. Pada saat melni lkah, Pelmohon Il status jeljaka dalam usi la 14 
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tahun dan Pelmohon IlIl status pelrawan dalam usi la 15 tahun.1 Belrdasarkan 

keltelntuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawi lnan, usila 

Pelmohon Il dan Pelmohon IlIl bellum melmelnuhi l batasan usi la pelrkawi lnan. 

Pada pertimbangan hukumnya dalam Penetapan Nomor 

208/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan Para 

Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 

ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum 

Islam dan tidak ada larangan perkawinan dalam Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 

1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 

Di antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda 

atau sesusuan berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah 

adalah wali nasab yang berhak yaitu Kakak Kandung Pemohon II sesuai 

dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam. Saksi pernikahan adalah dua orang 

dewasa sesuai dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Selama 

perkawinan para pemohon tidak pernah meninggalkan Islam dan tidak ada 

pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) 

UU Nomor 1 Tahun 1974.2 

Pelneltapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu telntang pelrmohonan i ltsbat 

ni lkah yang di ldaftarkan tanggal 12 Delselmbelr 2022 di l Pelngadi llan Agama 

Rantau. Dalam duduk pelrkara di lselbutkan bahwa Pelmohon Il dan Pelmohon IlI l 

tellah melni lkah pada tanggal 10 Apri ll 2021 di l Delsa Rumi lntiln, Kelcamatan Tapi ln 

Sellatan, Kabupateln Tapi ln. Pada saat melni lkah, Pelmohon Il status jeljaka dalam 

 
1“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 2. 
2“Penetapan Nomor 208/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 11–12. 
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usi la 19 tahun dan Pelmohon IlIl status pelrawan dalam usi la 17 tahun.3 

Belrdasarkan keltelntuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawi lnan 

selbagai lmana di lubah delngan UU Nomor 16 Tahun 2019, usila Pelmohon IlIl 

bellum melmelnuhi l batasan usi la pelrkawi lnan. 

Pada pertimbangan hukumnya dalam Penetapan Nomor 

208/Pdt.P/2022/PA.Rtu, Majelis Hakim menimbang bahwa perkawinan Para 

Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan Pasal 2 

ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan 

tidak ada larangan perkawinan dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 UU Nomor 1 

Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 

Di antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda 

atau sesusuan berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah 

adalah wali nasab yang berhak yaitu Paman Pemohon II sesuai dengan Pasal 21 

Kompilasi Hukum Islam. Saksi pernikahan adalah dua orang dewasa sesuai 

dengan Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Selama perkawinan para 

pemohon tidak pernah meninggalkan agama Islam dan tidak ada pihak ketiga 

yang keberatan dengan perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 

Tahun 1974.4 

Berkenaan dengan ketentuan usia nikah, Majelli ls Haki lm dalam 

pertimbangan hukumnya pada dua penetapan tersebut melni lmbang bahwasanya 

telrhadap keltelntuan usi la ni lkah pada Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 

selbagai lmana di lubah delngan UU Nomor 16 Tahun 2019 di lkelsampi lngkan delmi l 

 
3“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 2. 
4“Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2022/PA.Rtu,” 9–10. 
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telrwujudnya kelpasti lan dan jami lnan pelrli lndungan hukum. Melngkri lti lsil 

pelrti lmbangan di l atas, Majelli ls Haki lm ti ldak melncantumkan alasan lelngkap 

di lkelsampi lngkannya keltelntuan Pasal 7 UU Pelrkawi lnan. Padahal keltelntuan 

Pasal 7 i lni l melrupakan salah satu syarat matelri ll suatu pelrni lkahan. 

Suatu pelrkawi lnan dapat di llangsungkan apabi lla selselorang tellah 

melmelnuhi l syarat matelri ll dan formi ll. Pelraturan pelrundang-undangan tellah 

melngatur syarat-syarat matelri ll dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai l 

delngan Pasal 11, yai ltu selbagai l belri lkut. 

1. Pelrkawi lnan belrdasarkan pelrseltujuan keldua calon melmpellai l dan melndapat 

i lzi ln orang tua bagi l yang bellum melncapai l umur 21 tahun (Pasal 6). 

2. Pelrkawi lnan hanya di li lzi lnkan ji lka pi lhak pri la tellah melncapai l umur 19 tahun 

dan pi lhak wani lta melncapai l umur 16 tahun. Apabi lla ada pelnyi lmpangan 

telrhadap keltelntuan i lni l dapat melmi lnta di lspelnsasi l kelpada Pelngadi llan atau 

Peljabat lai ln yang di ltunjuk orang tua keldua melmpellai l (Pasal 7). 

3. Pelrkawi lnan di llaksanakan olelh dua orang yang tildak melmi lli lki l hubungan 

darah bai lk dari l gari ls kelturunan lurus kel bawah, atas maupun sampi lng, dan 

ti ldak telrdapat hubungan selmelnda dan hubungan selsusuan, selrta hubungan 

karelna pelrkawi lnan yakni l saudara dari l pi lhak i lstri lnya dalam hal selorang 

suami l belri lstri l lelbi lh dari l selorang (Pasal 8). 

4. Selselorang yang masi lh telri lkat pelrkawi lnan delngan orang lai ln ti ldak dapat 

kawi ln lagi l (Pasal 9). 

5. Pelrkawi lnan pasangan suami l i lstri l yang sudah belrcelrai l dua kali l ti ldak sah, 

kelcuali l agama dan kelpelrcayaannya melnelntukan lai ln (Pasal 10). 
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6. Bagi l wani lta yang putus pelrkawi lnannya belrlaku jangka waktu tunggu (Pasal 

11).5 

Sellai ln syarat matelri ll, syarat formi ll pelrkawi lnan juga harus telrpelnuhi l. 

Syarat formi ll pelrkawi lnan di latur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang 

melnyelbutkan bahwa tata cara pellaksanaan pelrkawi lnan di latur dalam pelraturan 

pelrundang-undangan telrselndi lri l, yai ltu PP Nomor 9 Tahun 1975 Telntang 

Pelraturan Pellaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 Telntang Pelrkawi lnan. Tata cara 

pelncatatan pelrkawi lnan di llakukan selbagai lmana dalam Pasal 3 sampai l delngan 

Pasal 9, tata cara pelrkawi lnan di latur dalam Pasal 10 dan 11, dan melngelnai l akta 

pelrkawi lnan pada Pasal 12 dan 13. 

1. Pelmbelri ltahuan kelhelndak pelrkawi lnan kelpada Pelgawai l Pelncatat selkurang-

kurangnya selpuluh hari l kelrja selbellum pelrkawi lnan di llangsungkan (Pasal 3). 

2. Pelmbelri ltahuan di llakukan selcara li lsan atau telrtuli ls olelh calon melmpellai l, 

orang tuanya, atau waki llnya (Pasal 4). 

3. Pelmbelri ltahuan melmuat nama, umur, agama, pelkelrjaan, telmpat keldi laman 

calon melmpellai l dan apabi lla salah selorang atau kelduanya pelrnah kawi ln 

di lselbutkan nama i lstri l atau suami lnya telrdahulu (Pasal 5). 

4. Pelgawai l Pelncatat melnelli lti l apakah syarat-syarat pelrkawi lnan tellah telrpelnuhi l 

dan ti ldak telrdapat halangan melnurut Undang-Undang, selrta melnelli lti l surat-

surat yang di lpelrlukan (Pasal 6). 

 
5Wasman and Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 47–50. 
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5. Hasi ll pelnelli lti lan di ltulils dalam daftar yang di lpelruntukkan untuk i ltu. Apabi lla 

di ltelmukan halangan, selgelra di lbelri ltahukan kelpada keldua calon melmpellai l, 

orang tuanya, atau waki llnya (Pasal 7). 

6. Pelgawai l Pelncatat melmbuat pelngumuman telntang kelhelndak mellangsungkan 

pelrkawi lnan yang di ltanda tangani l olelhnya delngan melnelmpellkannya di l 

kantor pelncatatan yang mudah di lbaca olelh umum (Pasal 8 dan 9). 

7. Pelrkawi lnan di llakukan melnurut hukum agama masi lng-masi lng dan 

di llangsungkan pada hari l kelselpuluh telrhi ltung seljak pelngumuman kelhelndak 

pelrkawi lnan. Seltellah pelrkawi lnan di llangsungkan, kelmudi lan di llakukan 

pelnandatanganan akta pelrkawi lnan (Pasal 10, 11, 12, dan 13).6 

Dari l pelnjellasan di l atas, telrli lhat bahwa Para Pelmohon dalam pelrkara 

Nomor 208/Pdt.P/2020/PA.Rtu dan 206/PDt.P/2022/PA.Rtu kelti lka 

mellangsungkan pelrkawi lnan bellum melmelnuhi l salah satu syarat matelri ll dalam 

UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tellah di lubah delngan UU Nomor 16 Tahun 2019 

dan bellum mellelngkapi l syarat formi ll dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. Selhi lngga 

bi lsa di lkatakan pelrkawi lnan Para Pelmohon bellum di lakui l olelh hukum nelgara. 

Dalam melnjatuhkan putusan, haki lm harus melmpelrhati lkan ti lga unsur 

yang sangat elselnsi lal, yai ltu keladi llan (gelrelchti lgheli lt), kelpasti lan (relchselchelrheli lt) 

dan kelmanfaatan (zwachmati lgheli lt). Putusan haki lm adalah hasi ll dari l prosels 

pelrsi ldangan di l pelngadi llan yang melrupakan telmpat bagi l para pelncari l keladi llan. 

Putusan haki lm sudah selharusnya dapat melmelnuhi l tuntutan daril para pelncari l 

 
6Wasman and Nuroniyah, 63–66. 
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keladi llan. Haki lm dalam melmutus suatu pelrkara harus melncelrmi lnkan ti lga unsur 

telrselbut.7 

Kelpasti lan hukum melmi llilki l dua arti l, pelrtama, adanya aturan yang 

belrsi lfat umum melmbuat selselorang melngeltahui l pelrbuatan apa yang bolelh atau 

ti ldak bolelh di llakukan, dan keldua, belrupa kelamanan hukum bagi l selselorang 

karelna delngan adanya aturan umum i ltu selselorang dapat melngeltahui l apa yang 

bolelh di llakukan nelgara telrhadapnya. Kelpasti lan hukum bukan hanya belrupa 

pasal-pasal dalam pelraturan pelrundang-undangan, teltapi l juga adanya 

konsi lstelnsi l dalam putusan haki lm antara putusan haki lm yang satu delngan yang 

lai ln dalam kasus selrupa.8  

Dalam pelrkara yang tujuan akhi lrnya untuk melndapat kelpasti lan hukum, 

ti ldak ada jalan bagi l haki lm untuk mellakukan pelnelmuan hukum. Haki lm hanya 

pelrlu melnelrapkan norma hukum yang tellah ada pada pelrkara yang seldang 

di lhadapi l. Norma hukum yang ada belrfungsi l selbagai l alat ukur sah atau tildaknya 

suatu hubungan hukum. Haki lm ti ldak belrwelnang mellakukan pelnelmuan hukum 

delmi l kelpasti lan hukum. Kelpasti lan hukum melnghelndaki l pelrsamaan standar 

hukum dalam selti lap kasus.9  

Melnurut Pelnuli ls, pelrti lmbangan haki lm untuk melngelsampi lngkan 

keltelntuan Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1974 delmi l telrwujudnya kelpasti lan dan 

jami lnan pelrli lndungan hukum bukanlah hal yang telpat. Majelli ls haki lm ti ldak 

melmbelri lkan pelnjellasan lelbi lh lanjut telrkai lt kelpasti lan hukum selpelrti l apa yang 

 
7Dewi Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan 

Kemanfaatan Putusan,” n.d., https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-

peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan. 
8Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana, 2009), 158. 
9Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, 143. 
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di lmaksud. Di lkabulkannya i ltsbat nilkah delngan melngelsampi lngkan keltelntuan 

Pasal 7 Undang-Undang Pelrkawi lnan melmang akan melmbelri lkan kelpasti lan 

hukum atas pelrni lkahan Para Pelmohon, namun elksi lstelnsi l Pasal 7 UU 

Pelrkawi lnan yang melngatur batasan usi la akan di lpelrtanyakan. Sellai ln kelpastilan 

hukum, Majellils Haki lm juga harus melmpelrti lmbangkan unsur keladi llan dan 

kelmanfaatan hukum dalam putusannya.  

Keladi llan harus di lbelri lkan kelpada masyarakat tanpa kelcuali l, arti lnya 

ti ldak ada di lskri lmi lnasi l. Hukum selcara kelselluruhan di lpelrlakukan sama telrhadap 

masyarakat.10 Aturan hukum yang ada harus belrlaku sama untuk selti lap orang, 

karelnanya harus di lrumuskan umum dan abstrak.11 Pelrmohonan iltsbat ni lkah 

atas pelrni lkahan yang bellum melmelnuhi l syarat matelri ll sudah selharusnya di ltolak 

olelh Majelli ls Haki lm. Selhi lngga akan telrci lpta keladi llan di l masyarakat.  

Asas kelmanfaatan belrada di l antara keladi llan dan kelpasti lan hukum, di l 

mana haki lm lelbi lh melni llai l kelgunaan hukum i ltu telrhadap kelpelnti lngan 

masyarakat.12 Di lli lhat dari l si lsil kelmanfaatan hukum, ti ldak ada unsur melndelsak 

yang melngharuskan di lkabulkannya pelrmohonan Para Pelmohon. Para Pelmohon 

bellum melmilli lki l anak, selhi lngga apabi lla pelrmohonan di ltolak yang dilrugi lkan 

hanyalah Para Pelmohon. Hal telrselbut selbagai l sanksi l atas pelrni lkahan di l bawah 

umur yang di llakukan Para Pelmohon tanpa melndapat di lspelnsasi l ni lkah telrlelbi lh 

dahulu. 

 

 
10Abdullah Sani, Hakim Dan Keadilan Hukum (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 71. 
11Jurdi, Teori Negara Hukum, 30. 
12Atiqah, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan 

Kemanfaatan Putusan.” 
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B. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Dikesampingkannya Ketentuan Pasal 

7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan 

Kelhaki lman melnelgaskan bahwa "Pelngadi llan melngadi lli l melnurut hukum delngan 

ti ldak melmbelda-beldakan orang". Bunyi l ayat yang sama juga telrdapat dalam 

Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Telntang Pelradi llan Agama. 

UU Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pelnjellasan Umum angka 2 

melnyatakan bahwa Pelradi llan Agama melnelgakkan hukum dan keladi llan 

belrdasarkan hukum Ilslam. Hukum Ilslam ti ldak melnelntukan batasan usi la dalam 

pelrni lkahan, pri la atau wani lta di lpelrbolelhkan melni lkah apabi lla tellah bali lgh. 

Dalam pelraturan pelrundang-undangan, batasan usi la pelrni lkahan di latur dalam 

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tellah di lubah delngan UU Nomor 16 

Tahun 2019. 

Keltelntuan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang di lkelsampi lngkan 

dalam pelneltapan pelrkara i ltsbat nilkah ti ldak selsuai l delngan keltelntuan Pasal 1 

ayat (3) UUD 1945, Pasal 4 ayat (1) UU Kelkuasaan Kelhaki lman, dan Pasal 58 

ayat (1) UU Pelradi llan Agama yang melngharuskan selgala ti lndakan belrdasarkan 

atas hukum yai ltu pelraturan pelrundang-undangan yang sah dan telrtuli ls.  

Di lli lhat dari l silsi l hilstori ls, Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 selmula 

melnyatakan bahwa pelrni lkahan hanya di li lzi lnkan apabi lla pri la tellah melncapai l 

usi la 19 tahun dan wani lta tellah melncapai l usi la 16 tahun. Keltelntuan i lni l 

kelmudi lan di lrubah olelh UU Nomor 16 Tahun 2019 melnjadi l 19 tahun bagi l pri la 

dan wani lta. Keltelntuan yang baru i lni l mulai l belrlaku seljak 15 Oktobelr 2019.  
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Selbellum belrlaku keltelntuan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 yang 

melngatur batasan usi la pelrni lkahan tellah melngalami l ujil matelri li ll. Pelngurus 

Yayasan Kelselhatan Pelrelmpuan pelrnah melngajukan pelrmohonan pelnguji lan 

Pasal 7 ayat (1) pada tahun 2014 yang telrcatat dalam relgi lstelr Nomor 30/PUU-

XIlIl/2014. Di l tahun yang sama, Ilndry Oktavi lany, Fr Yohana Tantri la W, Di lni l 

Ani ltasari l Sa`bani lah, Hadi lyatut Thoyyi lbah, Ramadhani lati l dan Yayasan 

Pelmantau Hak Anak (YPHA) yang telrgabung dalam Koali lsi l Ilndonelsi la untuk 

Pelnghelnti lan Pelrkawi lnan Anak juga melngajukan pelnguji lan Pasal 7 ayat (1) dan 

92) delngan relgi lstelr Nomor 74/PUU-XIlIl/2014. Kelmudi lan di l tahun 2017, 

pelngajuan uji l matelri l Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 di lajukan olelh 

Elndang Wasri lnah, Maryanti l dan Rasmi lnah  yang di lkabulkan olelh Mahkamah 

Konti ltusil delngan Putusan Nomor 22/PUU-XIlIl/2017. Pasal 7 UU Pelrkawi lnan 

tellah melngatur selcara jellas telrkai lt batasan usi la pelrni lkahan dan melmbelri lkan 

pi llilhan apabi lla bellum melmelnuhi l batasan usi la telrselbut bi lsa melngajukan 

di lspelnsasi l kel Pelngadi llan Agama. 

Pelrti lmbangan haki lm untuk melngelsampi lngkan keltelntuan Pasal 7 UU 

Pelrkawi lnan belrtelntangan delngan keltelntuan yang melngharuskan selgala 

ti lndakan harus belrdasarkan hukum. Namun, ada aturan lai ln yang 

melmbolelhkan pelnggunaan asas di lskrelsi l hukum untuk mellelngkapi l asas 

lelgali ltas. Peljabat pelmelri lntah (lelgi lslati lf, elkselkuti lf, yudi lkati lf) di lbelri lkan 

kelbelbasan belrti lndak dalam hal pelnyellelnggaraan pelmelri lntahan apabi lla 

pelraturan pelrundang-undangan melmbelri lkan pi lli lhan, ti ldak melngatur, ti ldak 

lelngkap atau ti ldak jellas, dan/atau adanya stagnasi l pelmelri lntahan. Penggunaan 
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diskresi secara tersirat terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 UU Nomor 

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Dalam pelnelgakan hukum pelranan di lskrelsi l di lpelrlukan karelna ti ldak ada 

pelraturan pelrundang-undangan yang seldelmi lki lan lelngkapnya selhi lngga dapat 

melngatur selmua pelri llaku manusi la. Adanya kellambatan untuk melnyelsuai lkan 

pelrundang-undangan delngan pelrkelmbangan yang telrjadi l di l masyarakat 

selhi lngga ti lmbul kelti ldakpasti lan. Di l si lsi l lai ln, telrdapat kasus-kasus i lndi lvi ldual 

yang melbutuhkan pelnanganan khusus.13 

Melnurut Ri ldwan H.R. (2008: 108), ada ti lga alasan yang melnjadi lkan 

pelmelri lntah (dalam hal i lni l Pelngadi llan Agama yang melnjalankan kelkuasaan 

kelhaki lman) bi lsa mellakukan ti lndakan di lskrelsi lf atau ti lndakan belrdasarkan 

i lni lsilati lf selndi lri l, yai ltu selbagai l belri lkut. 

1. Bellum ada pelraturan pelrundang-undangan yang melngatur melngelnai l 

pelnyellelsai lan i ln concrelto telrhadap pelrmasalahan yang melmelrlukan 

pelnyellelsai lan selgelra. 

2. Pelraturan pelrundang-undangan yang melnjadi l dasar melmbelri lkan kelbelbasan 

pelnuh. 

3. Adanya dellelgasi l pelrundang-undangan, yakni l pelmbelri lan kelkuasaan untuk 

melngatur selndi lri l kelpada pelmelri lntah, yang selbelnarnya kelkuasaan i lni l ada 

pada aparat yang ti lngkatannya lelbi lh ti lnggi l.14 

 
13Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2005), 21–22. 
14Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik, 73–74. 



 
 

67 
 

 

 

Haki lm melmang melmi lli lki l kelbelbasan untuk melnafsi lrkan suatu pelraturan 

hukum, melmilli lki l kelwelnangan untuk mellakukan dilskrelsi l, bahkan melmbuat 

hukum bi llamana di lpelrlukan. Namun, adanya pelraturan untuk masalah-masalah 

yang konkrelt dapat di ljadi lkan acuan dalam melnyellelsai lkan pelrkara.15 

Selmua putusan pelngadi llan harus di lselrtai l alasan-alasan putusan yang 

melnjadi l dasar untuk melngadi lli l, maksudnya harus belrdasarkan pelrti lmbangan 

hukum yang cukup.16 Dalam pelrti lmbangan hukumnya, Haki lm ti ldak 

melnjellaskan selcara lelngkap maksud kelpasti lan dan jami lnan pelrli lndungan 

hukum yang melrupakan alasan di lkelsampi lngkannya keltelntuan Pasal 7 UU 

Pelrkawi lnan. 

Belrdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Kelkuasaan Kelhaki lman, dalam 

melmelri lksa dan melmutus pelrkara, haki lm belrtanggung jawab atas putusan dan 

pelneltapan yang di lbuatnya. Maksudnya haki lm waji lb melnjellaskan selgala 

selsuatu yang belrkai ltan delngan pelngambi llan kelputusan. Hal i ltu diltuangkan 

dalam pelrti lmbangan hukum agar melnghadi llkan putusan/pelneltapan yang 

belrmutu dan elkselkutabell. Sellanjutnya dalam Pasal 53 ayat (2) UU Kelkuasaan 

Kelhaki lman melwaji lbkan dalam selti lap putusan maupun pelneltapan harus 

melmuat pelrti lmbangan hukum haki lm yang dildasarkan pada alasan dan dasar 

hukum yang telpat dan belnar. Maksudnya haki lm harus melnelmukan alasan 

hukum dari l selti lap pelrti lmbangan hukum atas putusan/pelneltapan yang 

di ljatuhkan.17 

 
15Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2009, 158. 
16Suparman Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2002), 105. 
17Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, 128. 
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Haki lm hanya telri lkat pada keladi llan dan konsti ltusi l UUD Tahun 1945 

dalam melmutus pelrkara. Hal i lni l belrdasarkan Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 

2006 Telntang Pelrubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Telntang Pelradi llan 

Agama, melngelnai l sumpah haki lm: “Delmi l Allah, saya belrsumpah bahwa saya 

akan melmelnuhi l kelwaji lban haki lm delngan selbai lk-bai lknya dan seladi ll-adi llnya, 

melmelgang telguh UUD Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945, dan 

melnjalankan selgala pelraturan pelrundang-undangan delngan sellurus-lurusnya 

melnurut UUD Nelgara Relpubli lk Ilndonelsi la Tahun 1945, selrta belrbakti l kelpda 

nusa dan bangsa”. 

Pasal 4 ayat (1) UU Kelkuasaan Kelhaki lman melnyatakan bahwa 

Pelngadi llan melngadi lli l melnurut hukum delngan ti ldak melmbelda-beldakan orang. 

Melnurut hukum, arti lnya haki lm dapat melngambi ll hukum bailk dari l hukum 

telrtuli ls, hukum ti ldak telrtuli ls, ataupun hukum yang di lci lptakannya selndi lri l. 

Haki lm tildak telri lkat delngan telks pelraturan hukum telrtuli ls jilka pelraturan iltu 

melmang ti ldak bi lsa lagi l melmbelri lkan pelrli lndungan hukum dan keladi llan dalam 

suatu kasus.18 

Delmi l telrwujudnya keladi llan dan kelsamaan di l mata hukum, pelrmohonan 

i ltsbat nilkah atas pelrni lkahan di l bawah umur sudah selmelsti lnya di ltolak. 

Kelmudi lan untuk melmbelri lkan kelpasti lan hukum telrhadap pelrni lkahan para 

pelmohon, Majelli ls Haki lm dapat melmbelri lkan saran agar para pelmohon 

mellakukan ni lkah ulang selkali lgus melncatatkan pelrni lkahan melrelka di l KUA. 

 
18Arto, 127. 
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Haki lm adalah pelmelran utama dalam pelnelgakan hukum dan keladi llan. 

Pelran haki lm akan sangat telrli lhat keltilka pelraturan pelrundang-undangan ti ldak 

melmuat aturan suatu pelrkara selcara khusus. Haki lm ti ldak bolelh melnolak 

pelrkara delngan dali lh ti ldak ada hukumnya selbagai lmana keltelntuan Pasal 10 ayat 

(1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Telntang Kelkuasaan Kelhaki lman. Haki lm di ltuntut 

untuk melncari l dan melnelmukan hukum karelna haki lm dilanggap melngeltahui l dan 

melmahami l selmua hukum (ilus curi la novi lt). Haki lm juga harus melmahami l ni llai l-

ni llai l yang belrkelmbang dalam kelhi ldupan masyarakat agar dapat melnjatuhkan 

putusan yang melmbelri lkan pelrli lndungan hukum.19 

Pelnuli ls tildak selpelndapat delngan Majelli ls Haki lm yang melngabulkan 

pelrmohonan Para Pelmohon delngan melngelsampi lngkan keltelntuan Pasal 7 UU 

Pelrkawi lnan. Pelrkawi lnan Para Pelmohon melmang tellah selsuai l delngan keltelntuan 

agama Ilslam dan belrdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 

pelrkawi lnan yang di llaksanakan selsuai l delngan ajaran agama adalah pelrkawi lnan 

yang sah. Teltapi l, Para Pelmohon tellah mellanggar keltelntuan Pasal 7 UU 

Pelrkawi lnan delngan mellangsungkan pelrni lkahan di l bawah umur tanpa 

melmpelrolelh di lspelnsasi l ni lkah. Pelrkawi lnan para pelmohon juga ti ldak telrmasuk 

dalam salah satu pelrkawi lnan yang dapat di lajukan i ltsbat ni lkahnya kel 

Pelngadi llan melnurut Pasal 7 ayat (3) KHIl. 

Pelrti lmbangan hukum untuk melngelsampi lngkan suatu keltelntuan 

Undang-Undang haruslah kuat dan melyaki lnkan, karelna apabi lla pelrti lmbangan 

hukum lelmah diltakutkan akan melnggi lri lng opi lni l publilk bahwa pelngajuan 

 
19Arto, 127. 
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pelrmohonan i ltsbat ni lkah atas pelrni lkahan di l bawah umur sangatlah mudah. 

Masyarakat akan melnganggap bahwa pelrni lkahan dil bawah batasan usi la bilsa 

saja di llakukan tanpa di lspelnsasi l ni lkah, karelna kelti lka sudah melncapai l batasan 

usi la yang di ltelntukan dapat di lmohonkan iltsbat ni lkahnya dan kelmudi lan akan 

di lkabulkan olelh Pelngadi llan.  


